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ABSTRAK 

Pada tahun 2022, Pakistan telah menyesahkan kebijakan keamanan nasional terbaru 

melalui The National Security Policy of Pakistan 2022-2026. Kebijakan ini 

menggunakan pendekatan berbasis masyarakat (citizen-centered approach) dalam 

perumusan dan pembuatannya. Pendekatan ini digunakan dalam rangka 

merealisasikan kebijakan keamanan nasional Pakistan yang komprehensif dan 

mampu mewujudkan tujuan nasional dengan menjadikan keamanan manusia 

sebagai pondasi utama untuk mencapai keamanan dan stabilitas negara.  

Tulisan ini merupakan kajian kepustakaan yang bersifat analitis-kualitatif 

dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis. Adapun sumber utama dalam 

tulisan ini adalah naskah The National Security Policy of Pakistan 2022-2026 

dengan didukung oleh berbagai macam literatur lainnya seperti buku, jurnal, artikel, 

maupun peraturan perundang-undangan sebagai sumber pendukung. Sumber utama 

tersebut kemudian diteliti dengan mengggunakan teori-teori kebijakan dan 

pendekatan berbasis masyarakat (citizen-centered approach). 

Hasil kajian terhadap kebijakan keamana nasional Pakistan membawa pada 

pemahaman bahwa konsep citizen-centered policy yang menjadi dasar kebijakan 

keamanan nasional Pakistan yang termuat dalam the National Security Policy of 

Pakistan 2022-2026 merupakan bentuk reformasi keamanan nasional yang 

dilakukan oleh pemerintah Pakistan dalam rangka mewujudkan visi pemerintah 

untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya serta mewujudkan 

suatu negara Islam yang sejahtera. 

 

Kata kunci: kebijakan, keamanan nasional, citizen-centered approach 
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MOTTO 

“Always let yourself feel everything, you do you. No rushing and at your own 

pace. Everyone around you can run but your time is yours, so take it easy. Deep 

breath in and out and go with the flow.” 
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PERSEMBAHAN 

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, saya persembahkan tulisan ini untuk: 

• Pertama, diri saya sendiri, sang teman terbaik yang telah berjuang dan tidak 

pernah menyerah untuk akhirnya dapat berada pada titik ini. 

• Kedua, ayah dan ibu, sang inspirator dan support system terbaik yang selalu 

mengawal setiap langkah dengan doa-doanya. 

• Ketiga, adik-adik tercinta, yang selalu menjadi pemacu untuk terus berubah 

menjadi pribadi yang lebih baik. 

• Keempat, teman-teman seperjuangan, yang selalu membantu dan  

menyemangati di setiap proses. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad 

yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab 

dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.  

A. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan 

sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan 

huruf dan tanda sekaligus.  

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan 

huruf latin: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan أ

 Ba B Be ب 

 Ta T Te ت 

 Ṡa ṡ es (dengan titik di ث 

atas) 

 Jim J Je ج
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 Ḥa ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik di ذ

atas) 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 

 Ḍad ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 Ṭa ṭ te (dengan titik di ط

bawah) 
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 Ẓa ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain ` koma terbalik (di atas)` ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L el ل

 Mim m em م

 Nun n en ن

 Wau w we و

 Ha h ha ھ

 Hamzah ‘ apostrof ء
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 Ya y ye ي

 

B. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A a ـَ 

 Kasrah I i ـِ 

 Dammah U u ـُ 

 

2. Vokal Rangkap 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya ai a dan u يَْ...
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut: 

Contoh: 

 kataba  كَتَبَ  -

 fa`ala  فَ عَلَ  -

 suila  سُئِلَ  -

 kaifa  كَيْفَ  -

 haula حَوْلَ  -

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan alif اَ...ىَ...

atau ya 

ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya ī i dan garis di atas ىِ...

 Fathah dan وَْ...

wau 

au a dan u  
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 Dammah dan wau ū u dan garis di atas وُ...

Contoh: 

 qāla  قاَلَ  -

 ramā  رَمَى -

 qīla  قِيْلَ  -

 yaqūlu  يَ قُوْلُ  -

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

a. Ta’ marbutah hidup 

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah “t”. 

b. Ta’ marbutah mati 

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah “h”. 

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ 

marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

طْفَالِ لَ رَؤْضَةُ ا -   raudah al-atfāl/raudahtul atfāl 
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 al-madīnah al-munawwarah  الْمَدِيْ نَةُ الْمُنَ وَّرةَُ  -

 talhah   طلَْحَةْ  -

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu 

huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

 nazzala  نَ زَّلَ  -

 al-birr  البِر  -

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, 

namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas: 

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung 

mengikuti kata sandang itu. 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan 

sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya, 
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baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang. 

Contoh: 

 ar-rajulu  الرَّجُلُ  -

 al-qalamu الْقَلَمُ  -

 asy-syamsu الشَّمْسُ  -

لُ الَْْلَ  -  al-jalālu 

G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah 

yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa 

alif. 

Contoh: 

 ta’khużu تََْخُذُ  -

 syai’un شَيئ   -

 an-nau’u الن َّوْءُ  -

 inna إِنَّ  -
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H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya 

kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, 

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang 

mengikutinya. 

Contoh: 

 Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn وَ إِنَّ اَلله فَ هُوَ خَيُْْ الرَّازقِِيَْ  -

مُرْسَاهَا بِسْمِ اِلله مََْراَهَا وَ   -  Bismillāhi majrehā wa mursāhā 

I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri 

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

 Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn  الْْمَْدُ لِله رَبِ  الْعَالَمِيَْ 

 Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm   الرَّحْْنِ الرَّحِيْمِ 
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Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf 

kapital tidak dipergunakan. 

Contoh: 

 Allaāhu gafūrun rahīm  اللهُ غَفُوْر  رَحِيْم  

ي ْعًا لُ لِلِِ  ا مُوْرُ جََِ   Lillāhi al-amru jamī`an 

J. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman 

tajwid. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada tahun 2022, Pakistan telah berhasil meluncurkan dokumen kebijakan 

keamanan nasional yang tertuang dalam The National Security Policy of 

Pakistan 2022-2026 yang menetapkan visi-visi baru keamanan nasional 

Pakistan dan telah disetujui oleh jajaran kabinet federal. Dokumen 

kebijakan ini dibuat oleh Divisi Keamanan Nasional (National Security 

Division), suatu badan khusus yang dibuat oleh pemerintah Pakistan, 

melalui serangkaian proses perumusan yang berlangsung selama tujuh 

tahun. Landasan atau dasar utama dalam pembuatan kebijakan ini adalah 

menempatkan keamanan dan stabilitas ekonomi negara di garis terdepan 

visi keamanan nasional sejalan dengan perkembangan paradigma keamanan 

nasional yang berkembang secara global dimana fokus keamanan nasional 

mencakup seluruh sektor baik militer maupun non-militer seperti sosial, 

ekonomi, dan lingkungan yang tujuan utamanya adalah menciptakan 

keamanan manusia (human security). Pemerinah Pakistan menyadari bahwa 

sebuah negara tanpa ekonomi yang stabil tidak dapat dianggap aman. 

Terlebih lagi, selama ini telah terdapat perdebatan di Pakistan bahwa negara 

tersebut tidak memiliki kebijakan keamanan nasional yang komprehensif 

untuk mampu mengamankan tujuan nasional. Selama ini keamanan negara 

masih terlalu fokus pada penguatan pertahanan dan militer saja. Maka dari 

itu, kebijakan keamanan nasional yang baru ini dibuat dengan melakukan 
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penyelarasan antara keamanan tradisional yang meliputi pertahanan, 

kedaulatan, dan diplomasi, serta keamanan non-tradisional yang mencakup 

keamanan manusia dan kesejahteraan warga negara di bawah satu payung 

untuk memberikan pedoman kebijakan yang menyeluruh sehingga mampu 

menghasilkan sistem kemanan nasional yang optimal dalam beberapa 

dekade mendatang.1 

Kebijakan keamanan nasional ini membuat sebuah konsep 

keamanan negara yang menempatkan keamanan dan martabat warga negara 

sebagai basis utamanya. Melalui kebijakan ini, Pakistan memiliki tujuan 

yang besar dalam menjaga kedaulatannya dengan memastikan adanya 

kohesi dan harmoni nasional, menjaga integritas teritorial, meningkatkan 

kemandirian ekonomi, dan menjamin aturan negara. Hal ini merupakan 

pertama kalinya Pakistan mengambil pendekatan keamanan yang 

komprehensif, dengan menggunakan keamanan masyarakat sebagai 

pondasi utama untuk mencapai keamanan dan stabilitas ekonomi. 

Keamanan masyarakat dan warga negara tersebut meliputi mengamankan 

hak konstitusional warga negara dan melindungi warga negara dari segala 

bentuk ekstremisme, kejahatan, terorisme, dan kekerasan, termasuk 

peperangan. Untuk itu, dalam kebijakan keamanan tersebut dibuat sebuah 

referensi khusus untuk penegakan hukum bagi semua warga negara, 

 
1 “Pakistan New National Security Policy”, 

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/southasiasource/pakistans-new-national-security-policy/, 

akses 25 Mei 2022. 

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/southasiasource/pakistans-new-national-security-policy/
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memastikan sistem peradilan yang responsif dan tidak memihak, serta 

penyetaraan kedudukan semua warga negara.2 

Lebih lanjut, kebijakan keamanan nasional ini mengidentifikasi tiga 

tantangan yang dihadapi oleh keamanan nasional Pakistan yang murni 

bersifat ekonomi. Ketiga tantangan tersebut adalah ketimpangan eksternal, 

ketimpangan vertikal, dan ketimpangan horizontal. Ketimpangan eksternal 

kebijakan tersebut berupaya mengatasi arus keluar (outflow) valuta asing 

yang lebih tinggi dari arus masuk (inflow) melalui fokus khusus pada 

investasi dan laju pergerakan mata uang asing yang berorientasi ekspor 

untuk keberlanjutan jangka panjangnya. Adapun ketimpangan vertikal 

yakni mengatasi kesenjangan antara yang kaya dan miskin dengan 

memberikan dukungan langsung kepada warga yang rentan. Selanjutnya, 

ketimpangan horizontal atau lebih tepatnya aspirasi daerah yang harus 

dipastikan didengar dan dipertimbangkan oleh pemerintah Pakistan guna 

mengembangkan pembangunan negara, sehingga antara daerah satu dengan 

lainnya tidak mengalami kesenjangan dan semua Masyarakat di seluruh 

wilayah Pakistan dapat merasakan perkembangan dan Pembangunan yang 

sama.3 

 
2 “Pakistan National Security Policy Internal Challenges”, 

https://foreignpolicy.com/2022/02/02/pakistan-national-security-policy-internal-challenges/, akses 

25 Mei 2022. 

 
3 “Pakistan National Security Policy Prioritize Economic Security”, 

https://thediplomat.com/2022/01/pakistans-national-security-policy-prioritizes-economic-security/, 

akses 25 Mei 2022. 

https://foreignpolicy.com/2022/02/02/pakistan-national-security-policy-internal-challenges/
https://thediplomat.com/2022/01/pakistans-national-security-policy-prioritizes-economic-security/
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Pada titik ini, Pakistan sedang memulai sebuah gebrakan baru dalam 

rangka membenahi strategi pembangunan nasionalnya melalui kebijakan 

kemanan nasional yang menggunaka pendekatan citizen-centered policy 

atau kebijakan berbasis masyarakat. Pendekatan ini digunakan sebagai salah 

satu jembatan dalam mewujudkan keinginan pemerintah Pakistan dalam 

membuat kebijakan keamanan nasional yang memiliki tujuan stabilitas dan 

keamanan nasional.  

Citizen-centered policy adalah konsep kebijakan yang 

menggunakan pendekatan kemasyarakatan dimana aspirasi masyarakat 

menjadi referensi utama dalam pembuatan dan penentu arah kebijakan serta 

pembangunan negara. Pendekatan kemasyarakatan ini menjadi penting 

karena dapat memberikan landasan yang kuat dalam pembuatan kebijakan 

dan memastikan adanya implementasi yang tepat sasaran, karena 

masyarakat sebagai objek dari kebijakan tersebut turut terlibat dalam proses 

pembuatannya. Dengan demikian, kebijakan ini dapat memenuhi tujuan 

keamanan nasional terkait konsep keamanan negara yang menempatkan 

keamanan masyarakat sebagi basis utamanya. 

Maka dari itu, melalui tulisan ini, penulis akan melakukan sebuah 

analisis terhadap penerapan konsep pendekatan kemasyarkaatan (citizen-

centric) yang digunakan dalam pembuatan kebijakan keamanan nasional 

Pakistanyang termuat dalam The National Security Policy of Pakistan 2022-

2026 sekaligus melihat korelasi antara tujuan dan cita-cita kebijakan dengan 

bunyi instrumen dari pada kebijakan itu sendiri.  
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B. Rumusan Masalah 

Melalui paparan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep citizen-centered policy yang 

menjadi dasar kebijakan keamanan nasional Pakistan menurut The National 

Security Policy of Pakistan 2022-2026. 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Penulis dalam melakukan penelitian ini memiliki beberapa tujuan dan 

kegunaan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dan kegunaan tersebut di 

antaranya: 

1. Tujuan penelitian 

Menjelaskan prinsip kesejahteraan rakyat yang menjadi dasar kebijakan 

keamanan nasional Pakistan menurut The National Security Policy of 

Pakistan 2022-2021. 

2. Kegunaan Penelitian 

Penulis melakukan penelitian ini dengan harapan agar penelitian ini 

dapat menambah khazanah keilmuan yang dapat terus dikembangkan 

oleh para akademisi dan peneliti terutama di bidang kebijakan, hukum 

tata negara, dan ilmu syariah secara umum. Selain itu, penulis juga 

berharap agar tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saya 

yang membacanya dan dapat memberikan motivasi untuk terus 

berinovasi dan melakukan pengembangan keilmuan sehingga ruang 

lingkup ilmu pengetahuan semakin luas. 
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D. Tinjauan Pustaka 

Penelitian ini dilakukan setelah penulis melakukan serangkaian proses 

telaah kepustakaan terhadap beberapa literatur yang telah ada sebelumnya, 

sehingga di dalam penelitian ini termuat kajian ilmiah yang keasliannya 

dapat dipertanggungjawabkan. Proses ini dilakukan sebagai media 

informasi mengenai ragam penelitian yang memiliki tema yang sama 

dengan penelitian penulis yang telah ada sebelumnya. Selain itu, penulis 

juga melakukan analisa terhadap hasil penelitian-penelitian tersebut 

sekaligus memberikan ulasan dan ringkasan tentang pembahasan utama dari 

masing-masing penelitian. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk 

menghindari terjadi pengulangan dan kesamaan tulisan antara penelitian 

penulis dengan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya.  

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh penulis, terdapat 

beberapa penelitian yang mengkaji perihal kebijakan keamanan nasional 

Pakistan. Yang pertama yaitu penelitian berupa jurnal yang ditulis oleh 

Raza Rumi dengan judul “Charting Pakistan’s Internal Security Policy” di 

tahun 2015. Tulisan ini membahas mengenai tuntutan perubahan kebijakan 

terkait keamanan internal negara yang sedang terancam oleh gangguan 

kelompok separatis dan ekstremis.4 

Melalui penelitian ini ditemukan bahwa sedang terjadi aksi nasional 

di Pakistan yang berfokus pada memerangi terorisme dan militansi serta 

 
4 Raza Rumi, “Charting Pakistan’s Internal Security Policy”, Uniterd States Institute of 

Peace Special Report, (May 2015). 
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mengatasi ketidakamanan dan radikalisme. Aksi ini diikuti dengan 

munculnya kebijakan keamanan dalam negeri yang telah dirancang selama 

lebih dari satu tahun. Kebijakan ini menekankan pada komitmen pemerintah 

untuk melaksanakan operasi kontraterorisme. Implementasi dari keduanya 

dipengaruhi oleh perpecahan sipil-militer yang mendefinisikan lanskap 

kekuasaan Pakistan dan corak pemerintahan yang telah berubah sejak 

dimulainya reformasi devolusi tahun 2010. 

Ketidakseimbangan sipil dan militer Pakistan yang mengakar secara 

historis telah menempatkan militer lebih unggul dan memegang kuasa pada 

semua masalah yang berkaitan dengan keamanan nasional. Pemerintah saat 

ini telah memungkinkan militer untuk memimpin pengaturan keamanan 

internal juga. Tantangan keamanan internal Pakistan secara langsung 

berkaitan dengan kebijakan keamanan eksternal, terutama yang berkaitan 

dengan India dan Afghanistan.5 

Manajemen kebijakan keamanan internal yang terpusat dipenuh 

dengan kesulitan. Kesulitan ini disebabkan oleh ketidakjelasan mengenai 

apakah pemerintah provinsi memiliki wewenang dalam melakukan 

kebijakan keamanan dalam negeri dan sejauh mana pemerintah pusat 

memungkinkan untuk melakukan reformasi untuk mencapai hasil yang 

diinginkan. Progress yang telah dicapai sampai saat ini masih belum jelas. 

Faktanya, peraturan-peraturan baru-baru ini menunjukkan bahwa 

 
5 Richard H. Kohn, “How Democracies Control The Military”, Journal of Democracy, Vol. 

8, No. 4, (1997), hlm. 140. 
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pelaksanaan kontraterorism, seperti tindakan pelarangan terhadap 

penggunaan pakaian militer dan pengetatan peraturan tentang madrasah, 

mungkin telah mengurangi pencegahan serangan balasan dari milisi agama. 

Upaya kontraterorisme tidak dapat berhasil tanpa membongkar milisi yang 

telah beroperasi dengan impunitas atau kebebasan dari hukuman. 

Untuk secara efektif melawan militansi internal dan terorisme 

eksternal, pembuat kebijakan Pakistan perlu memanfaatkan institusi sipil 

dan militer. Untuk melakukannya, mereka perlu mengembangkan strategi 

yang menggabungkan direktorat intelijen nasional, penasihat keamanan 

internal, peningkatan yurisdiksi Otoritas Kontraterorisme Nasional, 

partisipasi parlemen dalam kontraterorisme, peningkatan komitmen 

keuangan, reformasi pendidikan, dan mengubah narasi publik. Langkah-

langkah tersebut perlu diimplementasikan dalam bentuk kata-kata dan 

semangat reformasi kelembagaan yang saling melengkapi.6 

Tulisan kedua, yaitu penelitian berupa jurnal yang ditulis oleh Sohail 

Ahmad, Mahwish Bakht dan Sumbal Hassan yang berjudul “Pakistan’s 

Internal Security Dilemma: Strategic Dimension” pada tahun 2016. Tulisan 

ini memaparkan menganai situasi keamanan Pakistan yang kompleks dan 

penyebab dari tantangan yang saat ini sedang dihadapi Pakistan karena 

 
6 Savail Meekal Husein, Mehreen Zahra Malik, Political Instability and Its Implication for 

an Effective National Counterterrorism Policy in Pakistan, (Washington DC: Georgetown 

University Press, 2014), hlm. 98. 
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kebijakan luar negeri yang tidak jelas. Tulisan ini juga menelaah peran serta 

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketidakstabilan negara.7 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam sistem global 

negara-bangsa yang kacau, konflik bersenjata sering terjadi dan bersifat 

destruktif. Untuk bertahan hidup dalam masyarakat bangsa, sebuah negara 

harus bergantung pada swadaya untuk perlindungan dan keamanan 

nasionalnya. Keamanan nasional dapat dipahami sebagai kemampuan suatu 

negara untuk melawan ancaman eksternal atau internal terhadap 

kelangsungan hidup masyarakatnya melalui penggunaan ekonomi, militer 

dan politik serta diplomasi. Sehingga negara tidak harus mengorbankan 

kepentingan legitimasinya untuk menghindari perang. 

Ancaman internal dapat dijelaskan sebagai ancaman yang berasal 

dari dalam negara dan masyarakat. Ancaman tersebut dapat berupa 

pemberontakan terhadap negara. Pemberontakan semacam itu dapat 

diciptakan oleh ketidaksetaraan di antara berbagai kelas, unit, kelompok 

agama, etnis, dan bahasa di negara ini. Ancaman keamanan internal juga 

dapat ditimbulkan oleh buruknya kondisi ekonomi suatu negara dimana 

setelahnya negara harus bergantung pada bantuan asing, yang membuat 

negara menerima beberapa tuntutan dari negara pemberi bantuan yang 

terkadang bertentangan dengan kepentingan nasional. Program 

International Monitoring Fund (IMF) di Pakistan adalah contoh nyata 

 
7 Sohail Ahmad dkk, “Pakistan’s Internal Security Dilemma: Strategic Dimension”, Global 

Social Sciences Review, Vol. 1:2, (Fall 2016). 
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bagaimana rezim politik atau militer menerima kondisi-kondisi yang 

dipersyaratkan setelah memperoleh bantuan keuangan. Ketidakstabilan 

politik juga dapat mengancam eksistensi negara dari dalam. Selain itu aksi 

terorisme oleh aktor non-negara, juga menjadi ancaman nyata bagi internal 

keamanan negara. 

Pakistan memiliki semua yang dapat dipikirkan orang. Kebutuhan 

saat ini adalah elit penguasa yang mampu memprioritaskan preferensi 

negaranya berdasarkan kebutuhan rakyatnya. Fokus yang lebih harus 

diberikan untuk memasukkan daerah-daerah miskin dan pinggiran ke dalam 

arus utama politik dan ekonomi. Kebanyakan orang Pakistan adalah Muslim 

yang bersemangat dan tidak radikal. Meskipun fakta bahwa ekstremisme 

agama telah melakukan banyak kerusakan pada masyarakat umum dan 

negara. Masyarakat di mana-mana membenci ekstremisme agama dan 

masyarakat telah berusaha melakukan pengabdian dalam usaha 

memperkuatnegara dan memberikan dukungan sepenuh hati untuk 

pemerintah.  

Salah satu penjelasan di balik penyebaran sektarianisme di Pakistan 

adalah skala pengangguran yang luas, para pemuda yang anti pemerintah, 

dan sukarelawanyang bergerak untuk organisasi sektarian dan jihad. Dalam 

kondisi saat ini, dimana ekonomi sudah mulai mengisyaratkan perubahan, 

ada sebuah keyakinan bahwa pemuda-pemuda bangsa tidak dapat diakses 

dengan mudah oleh organisasi keagamaan ekstremis ini. 
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Tulisan ketiga, yaitu penelitian berupa jurnal yang ditulis oleh Amir 

Ullah Khan, Zafar Nawaz Jaspal dan Samina Yasmin yang berjudul 

“National security policy Paradox in Pakistan: Strategic Constraints, 

Ratifications and Policy Recommendations” pada tahun 2018. Secara 

umum tulisan ini berbicara mengenai kebijakan keamanan negara Pakistan 

yang dinilai masih bersifat paradoks dan gagal dalam menyelanggarakan 

keamanan untuk rakyatnya. Sistem dan kebijakan negara mengenai 

pertahanan dan keamanan masih terpaku pada sektor militer dan diplomatik 

luar negeri. Sedangkan keamanan rakyat masih kurang terjamin seperti 

perlindungan terhadap hak-hak masyarakat masih sering terabaikan oleh 

negara. Hal ini yang kemudian memicu stagnasi pada pertumbuhan sumber 

daya manusia serta laju ekonomi dalam negeri yang lambat. Sehingga 

secara umum, pertahanan dan keamanan internal negara masih lemah.8 

Pembatasan strategis di Pakistan telah menggiring pada perumusan 

undang-undang anti terorisme. Melalui legislasi kontraterorisme dan 

pengaturan kelembagaan ini, terorisme tidak dapat dihilangkan sekali untuk 

selamanya. Namun, itu dapat meredam terorisme untuk sementara waktu. 

Mengikuti strategi keamanan tradisional adalah pendekatan satu arah dalam 

rangka menghilangkan ancaman ini. Senjata, peluru, bilah tajam, undang-

undang yang diperketat, alokasi anggaran yang besar untuk melawan 

 
8 Amir Ullah Khan dkk, “National security policy Paradox in Pakistan: Strategic 

Constraints, Ramifications and Policy Recommendations”, The Dialogue, Vol. XII:1, (2018). 
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terorisme adalah upaya parsial untuk mengatasi ancaman keamanan internal 

dan eksternal yang bersifat tradsional. 

Ada kebutuhan mendesak saat ini untuk menangani ancaman 

keamanan tradisional dengan mengatasi ancaman keamanan non-

tradisional. Para pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan promosi 

budaya demokrasi, sistem pemilu yang transparan, pertumbuhan 

konstitusional dan institusi politik, penguatan institusi publik, penguatan 

lembaga-lembaga lokal negara, memastikan akuntabilitas publik, 

pengentasan kemiskinan, jaminan kesehatan yang baik, dan memajukan 

sistem pendidikan yang seragam, bebas dari bias etnis dan sektarian. 

Tulisan ketiga, yaitu penelitian berupa jurnal yang ditulis oleh 

Muhammad Saleem Mazhar dan Naheed S. Goraya yang berjudul “External 

Challenges to Pakistan’s National Security” pada tahu 2019. Tulisan ini 

membahas mengenai hambatan pemerintah Pakistan dalam melaksanakan 

visi perbaikan sistem dan kebijakan keamanan negara yang lebih 

mengakomodir perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang berasal dari 

eksternal negara.9 

Pakistan memiliki ancaman paling kompleks di Dunia. Di Utara, 

terdapat negara China, raksasa ekonomi yang sedang naik daun. Di Timur 

adalah negara India, negara dengan aset industri yang sangat unggul dan 

sumber daya manusia yang jauh lebih besar serta sejarah konfrontasi dengan 

 
9 Muhammad Saleem Mazhar dan Naheed S. Goraya, “External Challenges to Pakistan’s 

National Security”, Journal of The Research Society of Pakistan, Vol. 36:1, (Januari-Juni 2019). 
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Pakistan dalam beberapa hal. Di Barat terdapat negara Iran dan Afghanistan, 

negara yang tidak pernah ramah dan menyebabkan ketegangan internal 

dalam negeri. Serta Laut Arab yang terletak di Selatan yang merupakan 

pintu masuk ke negara-negara Asia Tengah. 

Hubungan luar negeri Pakistan memiliki corak yang beragam. 

Hubungan dengan Afghanistan yang putus-sambung, permusuhan dengan 

India yang tidak pernah berakhir, hubungan cinta dan benci dengan 

Amerika Serikat dan hubungan persahabatan yang using dengan Cina. 

Selain itu juga terdapat hubungan dengan Timur Tengah, Iran dan Rusia 

yang juga sangat penting. Selain itu, dua provinsi Pakistan dengan populasi 

besar memiliki simpul etnis dan suku yang dibangun dengan baik melintasi 

perbatasan di Afghanistan sedangkan di Perbatasan India, ada perselisihan 

yang belum terselesaikan atas status Jammu dan Kashmir. Oleh karena itu, 

politik domestik Pakistan tetap terkait erat dengan hubungan politik dengan 

tetangga Pakistan. Analisis apa pun dari ancaman terhadap keamanan 

Pakistan harus menekankan pada tren yang tumpang tindih ini antara dilema 

eksternal dan internal.  

Tulisan keempat, yakni penelitian berupa jurnal yang ditulis oleh 

Letjen TNI Bambang Darmono yang berjudul “Konsep dan Sistem 

Keamanan Nasional Indonesia” pada tahun 2010. Tulisan ini membahas 

tentang sistem keamanan nasional Indonesia yang masih perlu banyak 

pembenahan di berbagai sektor. Keamanan nasional di Indonesia masih 

mengalami kesenjangan yang lebar antara idealism dan realitas. Nilai-nilai 
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keamanan nasional yang termaktub dalam UUD 1945 belum sepenuhnya 

terwujudkan dalam operasional dan pelaksanaan keamanan nasional. 

Melalui tulisan ini, penulis memaparkan mengenai kondisi keamanan 

nasional di Indonesia dan sistem operasionalnya, sehingga dapat kemudian 

menjadi bahan kajian untuk dilakukan pengembangan guna melakukan 

perubahan pada sistem keamanan nasional Indonesia.10  

Tulisan kelima, yakni penelitian berupa jurnal yang ditulis oleh 

Nour Zattullah, Ichsan Malik, dan Eri Radityawara Hidayat yang berjudul 

“Analisi Kebijakan Keamanan Nasional Indonesai Ditinjau dari 

Kelembagaan dan Perkembangan Ancaman” pada tahun 2022. Tulisan ini 

secara umum membahas mengenai konsep keamanan nasional Indonesia 

yang masih focus pada pemisahan antara keamanan dan pertahanan. 

Padahal saat ini pertimbangan ancaman sudah seharusnya menjadi focus 

dari arah kebijakan keamanan nasional. Melalui pertimbangan ancaman, 

maka arah kebijakan keamanan nasioanl dan sistem yang akan terbentuk 

nantinya menjadi lebih jelas dan memiliki tujuan yang jelas. Penanganan 

ancaman dapat memberdayakan seluruh sumber daya yang dimiliki dan 

mengintegrasikan seluruh elemen yang ada.11 

 

 

 
10 Bambang Darmono, “Konsep dan Sistem Keamanan Nasional Indonesia”, Jurnal 

Ketahanan Nasional, Vol. XV:1, (April 2010). 

 
11 Nour Zattullah, Ichsan Malik, dan Eri Radityawara Hidayat, “Analisi Kebijakan 

Keamanan Nasional Indonesai Ditinjau dari Kelembagaan dan Perkembangan Ancaman”, Jurnal 

Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 22:1, (2022). 
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E. Kerangka Teori 

1. Hukum dan Kebijakan 

Kebijakan adalah keputusan atau tindakan yang diambil oleh para 

pelaku politik yang disebut dengan pemerintah dalam rangka memilih 

cara untuk pencapaian tujuan tertentu sesuai dengan yang diinginkan. 

Kebijakan negara umumnya dibuat oleh pemerintah selaku pemegang 

otoritas yang berkuasa untuk menentukan dan membuat kebijakan. Pada 

hakikatnya, kebijakan pemerintah merupakan suatu tindakan 

pemerintah yang ditujukan untuk publik baik secara langsung maupun 

tidak langsung yang tercermin dalam berbagai dimensi kehidupan 

publik.12 Melalui kebijakan, pemerintah dapat mengatur mengenai 

berbagai baik itu untuk menjalankan kekuasaannya, mencapai tujuan, 

maupun menyelesaikan permasalahan dengan memiliki tujuan yang 

telah ditetapkan agar tercapai hasil yang sesuai dengan apa yang 

diinginkan. 

Secara umum, kebijakan pemerintahan merupakan tindakan-

tindakan yang dipilih oleh pemerintah terhadap masyarakat dalam 

menghadapi atau menyelesaikan sesuatu, atau pengertian singkatnya 

yakni segala pilihan yang diambil oleh pemerintah untuk berbuat 

sesuatu atau tidak berbuat atas sesuatu. Kebijakan biasanya dibuat untuk 

 
12 Faried Ali, Andi Syamsu Alam, Studi Kebijakan Pemerintah, (Bandung: Refika 

Aditama, 2012), hlm. 20.  
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suatu tujuan tertentu yang merupakan sebuah respon atas keadaan yang 

sedang terjadi terhadap masyarakat atau negara.13  

Definisi kebijakan pemerintahan secara umum memiliki 6 

(enam) implikasi yakni sebagai pilihan tindakan-tindakan, yang 

dilakukan oleh pemerintah, yang memiliki tujuan tertentu, berorientasi 

pada kepentingan masyarakat, dilaksanakan dalam bentuk program, 

nilai, taktik dan strategi, yang bersifat mengikat dalam rangka 

memecahkan masalah. 

Kajian kebijakan pemerintahan memiliki 5 (lima) ruang lingkup 

bidang, yang meliputi partisipasi masyarakat, kerangka kerja kebijakan, 

strategi kebijakan, kepentingan umum, dan tindak lanjut serta evaluasi. 

Kelima ruang lingkup ini saling berkaitan dan berurutan membentuk 

sebuah proses yang harus ada dalam kebijakan, yang dimulai dari 

perumusan, pembentukan, pengesahan, pelaksanaan, dan evaluasi. 

Suatu kebijakan dikatakan baik apabila keseluruhan proses tersebut 

telah terlaksana dengan menggerakkan seluruh lingkup kebijakan. Hal 

ini untuk memastikan bahwa kebijakan dibuat dengan penuh 

pertimbangan dan tidak asal-asalan 

Adapun hukum adalah seperangkat aturan yang di dalamnya 

terdapat perintah dan larangan yang bersifat mengikat yang mengatur 

tentang tata tertib yang berlaku di masyarakat yang harus ditaati. Dalam 

pengertian lain, hukum dipahami sebagai sekumpulan peraturan yang 

 
13 Ibid. 
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berisi norma dan sanksi untuk mewujudkan ketertiban dalam pergaulan 

manusia. Pengertian-pengertian tersebut memberikan sebuah esensi 

bahwa hukum merupakan sekumpulan peraturan berupa perintah dan 

larangan tentang tata tertib yang berlaku di masyarakat  dalm bentuk 

norma dan sanksi atau hukuman dalam rangka mewujudkan pergaulan 

manusia atau tata hidup masyarakat yang tertib. Hukum ada yang 

bersifat moral berupa norma-norma yang hidup dalam masyarakat 

maupun hukum tertulis yang berbentuk peraturan perundang-

undangan.14  

Hukum memiliki unsur-unsur yang harus termuat di dalamnya. 

Adapun unsur-unsur tersebut, yakni, pertama, adanya aturan yang 

dibuat oleh pejabat yang berwenang. Kedua, adanya tujuan untuk 

mengatur dan menjaga tata tertib kehidupan masyarakat. Ketiga, 

memiliki sifat memaksa. Keempat, terdapat sanksi bagi siapa saja yang 

melanggar.15 Unsur-unsur tersebut harus ada dan termuat di dalam 

hukum agar terbentuk hukum yang ideal. 

Hukum dan kebijakan publik memiliki korelasi dan relevansi 

satu sama lain yaitu tentang konsep keadilan dalam dinamika dan aspek 

legalitas yang berlaku di tengah masyarakat sebagai sesuatu yang harus 

ditaati. Selain itu, hukum dan kebijakan publik juga memliki kesamaan 

dalam proses formulasi dan perumusannya yang sama-sama berangkat 

 
14 Yapiter Marpi, Ilmu Hukum Suatu Pengantar, (Jakarta: Zona Media Mandiri, 2020), hlm. 

33-34. 

 
15 Ibid., hlm. 36. 
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dari realita masyarakat dan menghasilkan solusi atas realitas tersebut. 

Adapun perbedaannya yakni kandungan dari produk hukum 

memberikan kekuatan hukum tetap. Sedangkan kebijakan publik 

memiliki tujuan utama di bidang kepentingan publik yang 

keberlakuannya bersifat relatif.  

2. Teori Pendekatan Citizen-Centric 

Citizen Centric adalah salah satu jenis pendekatan dalam pembuatan 

kebijakan yang menggunakan sudut pandang masyarakat sebagai kaca 

mata utama dalam membaca segala realitas dan permasalahan 

masyarakat. Penggunaan pendekatan ini dalam proses pembuatan 

kebijakan menuntut ada keaktifan masyarakat untuk senantiasa turut 

serta dan memberikan kontribusi sehingga masyarakat tidak lagi 

menjadi semata-mata objek kebijakan. Tujuan digunakannya 

pendekatan ini yakni agar tercipta sistem pemerintahan yang demokratis 

dimana semua komponen negara dan pemerintahan termasuk 

masyarakat dapat berkontribusi dan memebrikan andil dalam 

pembentukan kebijakan. Pendekatan ini memberikan beberapa 

keuntungan bagi pemerintah berupa peningkatan kualitas pelayanan 

yang lebih transparan, efisien, dan efektif.  

Selama ini, proses pembentukan kebijakan hanya berfokus pada 

inventarisir kebutuhan dan problematika masyarakat tanpa bertanya 

atau mendengar secara langsung dari masyarakat tentang apa yang 

sebenarnya terjadi, apa yang benar-benar dibutuhkan, dan solusi-solusi 
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yang dibutuhkan secara riil oleh masyarakat. Sebagaimana yang sering 

terjadi, konsep citizen centric lebih familiar terdengar sebagai sebuah 

kebijakan yang menyangkut e-goverment serta pengembangan aplikasi 

dan teknologi informasi terkait pelayanan masyarakat. Hal ini membuat 

ruang lingkup pendekatan ini menjadi sempit. Padahal pendekatan ini 

memiliki cakupan yang lebih luas daripada itu, yaitu dapat menyentuh 

inti dan keseluruhan aspek kebijakan. Sehingga fokus dari hasil 

kebijakan tidak hanya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat tetapi 

juga memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.16 

Sehingga kemudian pendekatan ini menjadi penting karena 

masyarakat memiliki hak untuk turut serta dalam dan berperan dalam 

proses penentuan arah kebijakan.17 Selanjutnya hal ini berimbas pada 

produk kebijakan yang dihasilkan dan mampu memberikan hasil yang 

sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarkat secara riil.  

F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library 

reaserch), yaitu penelitian yang menggunakan literatur kepustakaan 

sebagai sumber utama dalam mengkaji tema penelitian. Jenis literatur 

yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah buku, jurnal, 

 
16 Dedi Kusuma Habibie, “Citizen Centric E-Government Pelayanan Publik”, Jurnal 

Kebijakan Publik, Vol. 10:1, (Maret 2019), hlm. 4. 

 
17 Ibid. 
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artikel, atau jenis literatur tertulis lainnya tentang kebijakan, hukum tata 

negara, ilmu syariah, dan peraturan perundang-undangan yang relevan 

dengan penelitian ini. 

2. Sifat Penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif, yakni berupa deskripsi-

deskripsi yang menggambarkan suatu peristiwa termasuk di dalamnya  

permasalahan yang diangkat di dalam penelitian sehingga penulis dapat 

memperoleh gambaran yang nyata tentang objek penelitian dan rumusan 

masalah yang akan diteliti. Selain itu, penelitian ini juga ditulis melalui 

proses konseptualisasi dan eksplorasi secara mendalam tentang apa 

yang terjadi dan bagaimana hal itu terjadi sehingga ditemukan hasil 

yang komprehensif.18 

3. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis, yaitu 

penelitian dengan menggunakan metode studi dokumen dengan 

melakukan telaah terhadap berbagai sumber tertulis dan teroi-teori 

keilmuan.  Selain pendekatan menggunakan bahan-bahan tertulis dan 

teoritis, penelitian ini juga menggunakan prinsip-prinsip keagamaan, 

norma, asas, dan kaidah hukum dalam menganalisis masalah.  

4. Sumber Data Penelitian  

Penulis di dalam proses penulisan penelitian ini menggunakan sumber 

data sekunder berupa naskah the National Security Policy of Pakistan 

 
18 Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 27-28. 
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2022-2023 yang juga merupakan bahan hukum utama. Selain itu, 

penulis jua menggunakan bahan hukum sekunder berupa artikel, jurnal, 

buku, maupun literatur lainnya terkait kebijakan, hukum tata negara, dan 

ilmu syariah.  

5. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini, 

adalah metode pengumpulan data kualitatif, yaitu sebuah metode yang 

bersumber dari deskripsi yang luas dan memiliki landasan yang kuat 

yang memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam 

lingkup penelitian.19 

6. Metode Analisa Data  

Proses analisis pada penelitian ini menggunakan model analisis 

kualitatif yakni model analisis yang bersumber dari data-data kualitatif 

berupa kumpulan kata-kata dan bukan rangkaian angka. Analisa 

kualitatif biasanya menggunakan kata-kata yang disusun ke dalam teks 

yang diperluas. 

G. Sistematika Penulisan 

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) pokok pembahasan 

yang diuraikan dalam sistematika pembahasan di bawah ini, seperti: 

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menelaskan tentang 

gambaran awal dan latar belakang penulis dalam melakukan penelitian. 

Pada bab ini penulis mengemukakan rumusan masalah yang tertuang dalam 

 
19 Ibid., hlm. 284. 
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bentuk pertanyaan, dilanjutkan dengan pemaparan tentang tujuan dan 

kegunaan penelitian, kerangka teoritik dasar dan acuan analisis penelitian, 

metode penelitian yang digunakan oleh penulis, dan sistematika 

pembahasan yang menjelaskan tentang rangkaian penyajian hasil penelitian 

dari bagian awal hingga akhir. 

Bab kedua merupakan pengembangan landasan teori atau 

penjabaran lebih lanjut dari kerangka teori tentang hukum dan kebijakan 

publik dan pendekatan citizen-centric. 

Bab ketiga merupakan pemaparan mengenai The National Security 

Policy of Pakistan 2022-2026 yang terdiri dari gambaran umum kebijakan 

yang meliputi latar belakang, kerangka, dan tujuan kebijakan, dan 

pemaparan mengenai tema-tema utama keamanan nasional Pakistan 

meliputi kohesi nasional, keamanan ekonomi, pertahanan dan integritas 

wilayah, keamanan internal, dan kebijakan luar negeri. 

Bab keempat merupakan bagian pembahasan terkait hasil dari 

penelitian yang penulis lakukan tentang implementasi konsep citizen-

centered policy dalam kebijakan keamanan nasional pakistan menurut The 

National Security Policy of Pakistan 2022-2026, korelasi kebijakan dengan 

upaya muwujudkan misi dan tujuan negara, dan analisis mengenai 

implementasi hasil terhadap sistem keamanan nasional Indonesia. 

Bab kelima merupakan bagian akhir atau penutup, yang mana di 

dalamnya berisi kesimpulan dan rekomendasi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Konsep citizen-centered policy yang menjadi dasar kebijakan keamanan 

nasional Pakistan yang termuat dalam the National Security Policy of 

Pakistan 2022-2026 merupakan bentuk reformasi keamanan nasional yang 

dilakukan oleh pemerintah Pakistan dalam rangka mewujudkan visi 

pemerintah untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. 

Pemerintah Pakistan percaya bahwa keamanan nasional ada pada keamanan 

rakyatnya, dan rakyat yang aman adalah rakyat yang makmur dan sejahtera 

kehidupannya.  Untuk mewujudkan visi tersebut, kemudian disusunlah 

sebuah kebijakan keamanan nasional Pakistan yang menggunakan 

pendekatan berbasis masyarakat (citizen-centered approach). Pendekatan 

ini menempatkan masyarakat sebagai pusat kebijakan, yakni dengan 

menggunakan sudut pandang masyarakat dalam memetakan semua 

permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang perlu diselesaikan dan 

dipenuhi oleh pemerintah. Melalui pendekatan ini juga pemerintah berupaya 

untuk menyelenggarakan pemenuhan hak-hak dasar manusia serta 

melakukan pemerataan agar terwujud keadilan sosial dan menghilangkan 

segala wujud diskriminasi sehingga dapat tercapai stabilitas nasional, 

perdamaian regional, dan pemerataan kemakmuran yang merupakan 

prasyarat penting yang menunjang optimalisasi keamanan nasional. 
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Penggunaan konsep citizen-centered policy dalam kebijakan keamanan 

nasional ini terwujud dalam setiap prosesnya dimana didalamnya terdapat 

kerja sama, sinergi, dan komitmen dari seluruh lembaga negara yang saling 

berkoordinasi dan terintegrasi dalam mewujudkan keamanan nasional. 

Selain itu, dalam pembuatan kebijakan ini, pemerintah Pakistan mendorong 

partisipasi aktif masyarakat dengan melibatkan mereka melalui berbagai 

forum diskusi sehingga pemeeintab mampu menyeral aspirasi mereka 

secara maksimal. Pemerintab Pakistan juga berupaya untuk selalu 

transparan dalam setiap proses pembentukan kebijakan, mulai dari 

perumusan awal hingga mengesahannya. Dan juga pemerintah Pakistan 

telah membentuk Komite Keamanan Nasional yang akan bertanggung 

jawab dalam proses monitoring dan evaluasi keberlakuan kebijakan ini. 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil Analisa pada pembahasan di atas, terdapat pendapat 

penulis yang dapat dijadikan sebagai saran, diantaranya: 

1. Kebijakan keamanan nasional Pakistan terbaru yang termuat dalam 

National Security Policy of Pakistan 2022-2026 hingga saat ini belum 

memiliki tindak lanjut atau realisasi nyata melalui pembentukan aturan-

aturan pelaksana, untuk itu menjadi penting bagi pemerintah Pakistan 

untuk segera membentuk aturan-aturan pelaksana agar kebijakan ini 

dapat segera terlaksana. 
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2. Pemerintah Pakistan perlu melakukan pengawasan secara seksama 

terkait dengan pelaksanaan dan implementasi kebijakan sehingga dapat 

dipastikan pemberlakuannya. 

3. Pemeritah Paksitan juga berkewajiban untuk memberikan kontribusi 

aktif agar kebijakan ini dapat berjalan sesuai dengan tujuannya dengan 

terus memastikan koordinasi antar-lembaga pemerintah yang terkait 

dengan pelaksanaan kebijakan ini terus berjalan.
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